
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJQKERTO 
NOMOR.23 TABUN 2020 

TENTANG 

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 17 TABUN 2020 
TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA N'ORALAM 

Menimbang 

Mengingat 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG~- E$A· ·. 

BUPATI MOJOKERTO, 

: a. bahwa · dalam rangka menunjang kelancaran dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan. penggunaah Belanja 
Tidak Terduga (B'IT) untuk Penanganan Bencana Nonalam 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan 
Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan 
Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan · Bupati 
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan :penanganan 
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahµn 2004 . teptang . 
Pemeriksaan Pengelolaan .dan_'Tariggung Jawab ~euangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu~ 2004 
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9); 

16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19). 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN 
PENANGANAN BENCANA NONALAM CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19). 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan 
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
diubah sebagai berikut: 

A. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut: 
Setelah angka 13 ditambahkan satu angka, yakni angka 
14 yang berbunyi sebagai berikut: 
14. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi 

pemberitahuan, penjelasan dan/ atau petunjuk cara 
melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting 
dan mendesak yang ditandatangani Bupati atau 
Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 

B. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi : 

Pasal 9 

(1) Penyaluran BST APBD kepada penerima dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Dalam penyaluran BST APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan 
kerja sama dengan Kepala Desa dan instansi/lembaga 
terkait lainnya termasuk Bank. 

(3) Penunjukan lembaga Bank sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Penyaluran BST APBD kepada penerima yang 
dikerjasamakan dengan Bank dapat menggunakan 
virtual account atau lainnya. 

(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran BST 
APBD kepada Bupati. 

C. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal baru, 
yakni Pasal 9A yang berbunyi : 

Pasal 9A 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini, diatur dalam Surat Edaran. 

(2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan 
Peraturan Bupati ini dikoordinasikan dan diatur oleh 
Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Semua Surat Edaran yang telah diterbitkan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 2 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal S '1un1 :;i.ow 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

Ditetapkan di Mojokerto 
pad a tanggal !:5" .Jun/ ;i...ow 

BUPATI MOJOKERTO, 

I 

DERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR :z..~ 


